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ABSTRACT 
 

This study analyzes the implementation of Income Tax 

(PPh) calculation at "AROMA" MSME in Bandung 

Regency in accordance with Government Regulation 

(PP) No. 55 of 2022. Using a descriptive qualitative 

approach through interviews, observations, and 

documentation, it was found that "AROMA" MSME 

has not yet conducted PPh calculations because its 

annual turnover remains below Rp500 million. 

However, the business owner recognizes the 

importance of preparing for future tax obligations. This 

study also identifies the required documents, relevant 

parties, and challenges faced. It recommends improving 

education, adopting digital financial records, and 

increasing government support to encourage MSME tax 

compliance 

Keywords: Income Tax, MSMEs, PP No. 55 of 2022, 

Tax Compliance, Financial Digitalization 

 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara UMKM AROMA oleh-oleh Bandung dalam 

melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai PP No 55 Tahun 2022, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat 

serta bertanggungjawab untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan pada UMKM AROMA oleh-oleh 

Bandung sesuai PP no 55 Tahun 2022, untuk mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan dalam melakukan 

perhitungan pajak penghasilan sesuai PP No 55 Tahun 2022 dan apakah UMKM AROMA oleh-oleh Bandung 

sudah melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai PP No 55. Metode penelitian menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini adalah ditemukan 

bahwa UMKM "AROMA" belum melakukan perhitungan PPh karena omzetnya masih di bawah Rp500 juta per 

tahun. Originalitas penelitian ini berfokus pada penerapan pajak penghasilan pada UMKM sesuai dengan PP No 

55 Tahun 2022. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus 

Kata Kunci: Penerapan, Pajak Penghasilan, UMKM, PP No. 55 Tahun 2022 

 

I. PENDAHULUAN 

Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 

(2023), sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) Indonesia sudah terdapat peningkatan secara signifikan dalam 

beberapa periode akhir ini. Dengan mencakup sekitar 99% unit usaha, UMKM memainkan peran penting dalam 

perekonomian nasional, dan diperkirakan akan ada 66 juta pelaku UMKM pada tahun 2023. Dengan nilai sekitar 

Rp.9.580 triliun, UMKM memberikan kontribusi 61% terhadap PDB Indonesia. Selain itu, sekitar 117 juta orang 

 

mailto:itasuryanita@digitechuniversity.ac.id
mailto:helda10422002@digitechuniversity.ac.id


452 
Ita Suryanita Supyan, dkk. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS.Vol.5, No.2, Oktober 2025, pp. 451 – 462 

JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS (AKUNTANSI)  Vol.5, No.2, Oktober 2025, pp.451 -462 

bekerja di sektor ini, yang merupakan sekitar 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Banyak hal mendorong 

pertumbuhan ini, seperti peningkatan akses teknologi, dukungan pemerintah, serta meningkatnya kesadaran 

masyarakat untuk berbelanja produk lokal. Dengan potensi yang besar ini, UMKM diharapkan dapat menjadi 

pilar utama dalam pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi. 

Pajak menjadi salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh pelaku UMKM. Meskipun UMKM sering 

kali dianggap sebagai sektor yang tidak terlalu terdampak oleh kebijakan perpajakan, kewajiban pajak tetap harus 

diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam hal 

perpajakan, seperti tarif pajak yang lebih rendah dan pengaturan yang lebih sederhana. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan pertumbuhan serta keberlanjutan UMKM, serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak di sektor 

ini (Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan). 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. 

Peraturan Pemerintah (PP) ini memberikan aturan mengenai tarif pajak penghasilan yang lebih rendah bagi 

UMKM dengan omzet tertentu, serta memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Dengan adanya regulasi 

ini, diharapkan pelaku UMKM dapat berkonsentrasi pada pertumbuhan bisnis mereka tanpa dikenakan kewajiban 

pajak yang berat. Pemahaman mengenai perpajakan memiliki peran penting bagi wajib pajak dalam menjalankan 

kewajiban pajaknya. Hal ini terutama berlaku bagi peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban perpajakan 

bagi pelaku UMKM, yang telah diterapkan sejak 1 Juli 2013 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 

2013. Menurut pada survei yang dilaksanakan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku 

UMKM di Bandung berkisar 60% mengaku merasa lebih terbantu dengan adanya kebijakan biaya pajak secara 

lebih rendah juga prosedur administrasi secara lebih sederhana. Ini mencerminkan kesadaran yang meningkat di 

kalangan pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan mereka, serta keinginan untuk berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi nasional. Namun, meskipun ada kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, masih 

terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan penerapan sistem perpajakan yang baru (Kementerian Koperasi dan 

UKM. 2022). Sejumlah pelaku UMKM dengan belum sepenuhnya mengerti mengenai cara pelaporan pajak 

termasuk didalamnya cara perhitungan yang sesuai dengan regulasi terbaru. Hal ini menunjukkan perlunya 

edukasi dan pendampingan lebih lanjut dari pemerintah serta lembaga terkait dalam memastikan bahwa pelaku 

UMKM bisa memanfaatkan kebijakan perpajakan secara optimal. 

UMKM Aroma oleh-oleh Bandung merupakan sentra penjualan oleh-oleh dari Bandung di Kabupaten 

Bandung, dimana toko oleh-oleh ini menjual berbagai varian produk dan juga telah memiliki pabrik yang cukup 

besar. Penulis melakukan observasi awal terhadap UMKM Aroma, dimana dari observasi tersebut setelah 

diperhatikan toko UMKM Aroma tersebut sangat ramai pembeli, sehingga menarik perhatian penulis untuk 

melakukan penelitian pada UMKM tersebut khususnya mengenai praktik perhitungan pajak penghasilan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan 

Pajak Penghasilan UMKM Sesuai Dengan PP No 55 Tahun 2022 Pada UMKM Aroma Oleh-oleh Khas Bandung 

di Kabupaten Bandung”. Judul ini dipilih untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi regulasi perpajakan 

yang baru dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan serta pertumbuhan UMKM, 

khususnya pada UMKM “AROMA” oleh-oleh khas Bandung yang memiliki potensi besar dalam perekonomian 

lokal. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian UMKM 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang 

beroperasi dalam skala kecil, dengan batasan yang ditetapkan berdasarkan kekayaan bersih, hasil penjualan 

tahunan, dan kepemilikan. UMKM adalah kategori usaha yang memenuhi kriteria tertentu dalam hal ukuran dan 

skala, yang membedakannya dari perusahaan besar. Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa UMKM 

dapat beroperasi dengan aturan yang sesuai dengan kapasitas dan sumber daya mereka, serta untuk mendukung 

pengembangan ekonomi lokal dan inklusi sosial. (Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah, 2021, hlm 48) 

Perkembangan UMKM di Indonesia mendalami peningkatan, untuk aspek kuantitas atau juga kualitas. Hal 

tersebut berhubungan erat terhadap dukungan pemerintah dengan berperan aktif dalam pengembangan sektor ini. 

Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika perekonomian, serta berkontribusi dalam 

menjaga dan memperkuat struktur ekonomi nasional. 

 

2.2 Pajak Penghasilan UMKM 

Ketika tahun 2023 jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 64,2 juta unit, memberikan 

pengaruh signifikan sejumlah 61,07 persen, maupun setara dengan Rp 8.573,89 triliun, terhadap PDB Indonesia, 

menurut data yang dibagikan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada 

tahun 2024. Selain itu, UMKM memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, 

sektor UMKM menyumbang 60,4% investasi saat ini. 
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Dengan memperhatikan kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian, pemerintah memberikan sejumlah 

fasilitas atau kemudahan dalam hal Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan 

melaksanakan UMKM. Pertama, pemerintah menetapkan tarif PPh final secara rendah, yakni sejumlah 0,5% dari 

peredaran bruto setiap bulan. Selanjutnya, penentuan PPh ini hanya berlaku jika total peredaran bruto kumulatif 

dalam tahun berjalan melebihi Rp500 juta. Hal ini 

  

 

berdasarkan pada kebijakan yang ada pada Pasal 7 ayat (2a) UU Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak 

Penghasilan (UU PPh), yang kemudian dilakukan perubahan oleh UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berikutnya, WP OP UMKM diberikan waktu secara cukup Panjang 

dalam menerima tarif PPh final 0,5% ini, merupakan tujuh tahun, melalui ketentuan pencatatan saja (tanpa 

pembukuan). Ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Peraturan 

di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022) Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2). 

 

2.3 Tarif PPh (Pajak Penghasilan) UMKM 

Dasar hukum terkait pajak untuk UMKM di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 

2022, yang menggantikan PP Nomor 23 Tahun 2018. PP ini mulai berlaku pada 20 Desember 2022 dan hingga 

saat ini masih berlaku. 

Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 55/2022, pajak yang dikenakan pada UMKM adalah tarif PPh final 

sejumlah 0,5%, yang dihitung setiap bulan berdasarkan peredaran bruto. Dalam hal ini, Pasal 60 ayat (2) 

menyatakan bahwa jika peredaran bruto UMKM dengan waktu satu tahun pajak tidak lebih dari Rp500 juta, maka 

UMKM tersebut tidak dikenakan PPh. 

Tarif final 0,5% ini berlaku dengan ketentuan jangka waktu tertentu, yakni: 

• UMKM orang pribadi: 7 tahun. 

• UMKM badan usaha: 4 tahun. 

• UMKM badan PT: 3 tahun. 

Namun, apabila UMKM telah melebihi jangka waktu yang ditentukan serta mempunyai peredaran bruto di atas 

Rp50 miliar, maka tarif pajak yang dikenakan tidak lagi mengikuti tarif PPh final 0,5%, dan pengenaan pajaknya 

akan berubah berdasarkan pada kebijakan untuk wajib pajak lainnya. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Studi dengan dilaksanakan mempergunakan pendekatan kualitatif melalui jenis studi kasus, dalam 

mengetahui dengan menyeluruh bagaimana perhitungan pajak UMKM dilakukan sesuai dengan PP No. 55 Tahun 

2022. Penelitian ini kemudian menggali pengalaman, pandangan, dan praktik yang dilakukan oleh pelaku UMKM 

dalam menghitung pajak mereka. Kaitannya dengan konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk: 

a. Menggali Pengalaman: Memahami pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM Aroma dalam 

perhitungan pajak 

b. Analisis Mendalam: Melakukan analisis mendalam terhadap praktik perpajakan yang diterapkan dan 

dampaknya terhadap keberlangsungan usaha 

c. Wawancara dan Observasi: Menggunakan wawancara dengan pemilik serta observasi untuk 

mendapatkan data yang lebih kaya dan kontekstual 

3.1.2 Jenis Penelitian 

Studi yang dilaksanakan mempergunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi ini bertujuan untuk 

memberikan interpretasi dan penjelasan yang akurat tentang kondisi atau gejala yang diteliti. Penelitian kualitatif 

meneliti subjek dalam lingkungan alami dengan peneliti sebagai alat utama, menurut Sugiyono (2020:9). 

Penelitian ini mengumpulkan data melalui triangulasi, sebuah kombinasi dari berbagai pendekatan. Penelitian 

menekankan pemahaman arti daripada generalisasi, dan analisis data dilakukan secara induktif. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Berdasarkan penuturan Suharsimi Arikunto (2020) dalam “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik” mendefinisikan objek penelitian sebagai fenomena atau masalah yang ingin diteliti. Objek penelitian 

adalah hal yang menjadi fokus utama dalam studi, yang dapat berupa variabel, kondisi, atau situasi yang ingin 

dipahami lebih dalam. 
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Objek penelitian ini adalah difokuskan pada analisis penerapan pajak penghasilan UMKM Aroma oleh-oleh khas 

Bandung dengan mempertimbangkan penerapan PP No. 55 Tahun 2022. Sedangkan subjek penelitian pada 

penelitian ini yaitu UMKM “AROMA” oleh-oleh khas Bandung. 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2020), mendapatkan data adalah tujuan utama penelitian. Sehingga, langkah 

terpenting pada proses penelitian adalah metode pengumpulan data. Pada studi kualitatif, dalam mengumpulkan 

data lebih banyak bergantung pada observasi partisipatif (observasi peserta), wawancara mendalam (wawancara 

mendalam), dokumentasi, erta terkadang menggabungkan ketiga metode tersebut (triangulasi) guna memastikan 

jika data yang dikumpulkan valid dan beragam.Dalam studi yang dilaksanakan, langkah- langkah berikut 

digunakan: 

1) Wawancara 

Dalam wawancara, peneliti bertanya langsung kepada responden atau narasumber untuk mendapatkan 

informasi tentang subjek penelitian mereka.Secara umum, wawancara dilakukan untuk menggali 

informasi, pendapat, pengalaman, pengetahuan, ataupun pandangan narasumber yang lebih mendalam 

mengenai suatu kejadian tertentu. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara akan dilakukan 

dengan tanya jawab lisan yang berjalan satu arah, yang mana pihak yang memberikan pertanyaan akan 

mengajukan pertanyaan serta pihak yang diwawancarai akan menjawab. Dalam studi yang dilaksanakan, 

peneliti akan melakukan wawancara kepada pemilik UMKM Oleh-Oleh Khas Bandung 

2) Dokumentasi 

Metode pengumpulan data serta informasi dengan wujud arsip, buku, dokumen, serta gambar yang bisa 

dipergunakan dalam memberikan dukungan pada studi dikenal sebagai dokumentasi. Pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi tidak hanya 

dari narasumber saja, tetapi peneliti akan mendapatkan informasi dari sumber tertulis lainnya seperti 

karya seni dan karya pikir. Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi atau wawancara 

sehingga data yang didapat dari dua metode tersebut memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dipercaya. 

3) Observasi 

Peneliti menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan objek penelitian secara langsung melalui 

pendengaran, penglihatan, perasa, dan peraba. Observasi partisipan, atau yang terlibat secara langsung 

dengan objek penelitian, dan observasi non-partisipasi, atau yang tidak terlibat secara langsung terhadap 

objek penelitian terbagi menjadi dua kategori. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode 

observasi partisipan dalam memperoleh data. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data dilaksanakan sepanjang kegiatan pengumpulan data, bahkan setelah pengumpulan data 

selesai, menurut Burhan Bungin (2021). Ketika wawancara, peneliti akan memeriksa jawaban responden. Apabila 

jawaban dengan diberikan dari responden belum memadai, peneliti mampu menyampaikan pertanyaan sampai 

mereka memperoleh informasi yang dapat diandalkan. Analisis data, seperti yang digambarkan oleh Model Miles 

dan Huberman, adalah proses yang terdiri dari beberapa langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyampaian 

data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut tentang setiap fase 

analisis data: 

1. Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif memanfaatkan dokumentasi, wawancara mandalam, dan observasi, maupun 

keduanya (triangulasi). Karena data yang diperoleh cenderung sangat beragam dan melimpah, tahapan 

tersebut mampu menghabiskan waktu secara cukup lama, mungkin berbulan-bulan. Untuk mendapatkan 

variasi data yang lebih besar, peneliti pertama kali mengeksplorasi situasi sosial maupun objek yang 

diteliti dengan mencatat keseluruhan yang mereka ketahui maupun dengar. 

2. Reduksi Data 

Data yang dikumpulkan dari lapangan seringkali sangat banyak dan kompleks, sehingga perlu dilakukan 

proses reduksi. Reduksi data melibatkan merangkum, memilah, serta memiliki informasi secara penting, 

juga mengidentifikasi tema serta pola dalam data yang sudah dikumpulkan. Tujuan dari reduksi ini 

adalah untuk menyederhanakan dan memfokuskan informasi, sehingga data yang lebih relevan dan 

bermakna dapat dihasilkan. Data yang telah direduksi juga akan mempermudah peneliti dalam 

pengumpulan data selanjutnya dan pencarian informasi yang diperlukan (Sugiyono, 2019). 

3. Penyajian Data 

Penelitian kualitatif mampu menyajikan data pada beberapa bentuk, mencakup teks naratif ringkasan, 

diagram, flowchart, atau hubungan antar kategori. Teks naratif merupakan format yang biasanya 
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dimanfaatkan pada penelitian kualitatif. Tujuan penyajian data ini adalah untuk membantu peneliti 

memahami situasi yang terjadi dan membuat keputusan tentang tindakan berikutnya (Sugiyono, 2019). 

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Ketika awal penelitian, kesimpulan yang disusun sekedar bersifat sementara juga mampu berubah 

apabila tidak ditemukan bukti secara kuat selama tahapan pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, 

apabila terdapat bukti valid juga konsisten setelah peneliti mengumpulkan data lebih lanjut, kesimpulan 

awal tersebut dianggap dapat dipercaya. Oleh karena itu, kesimpulan pada penelitian kualitatif 

menunjukkan temuan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Sugiyono, 2019) 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek 

4.1.1  Profil Perusahaan 

Aroma Oleh-oleh Khas Bandung merupakan suatu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan 

berorientasi terhadap penyediaan berbagai produk makanan khas dari Kota Bandung. Terletak di jantung kota, 

Aroma Oleh-oleh menawarkan beragam pilihan oleh-oleh yang menggugah selera, mulai dari kue tradisional 

hingga camilan modern yang terinspirasi oleh cita rasa lokal. Dengan komitmen untuk menggunakan bahan-bahan 

berkualitas dan resep autentik, Aroma Oleh-oleh tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin 

membawa pulang kenangan dari Bandung, tetapi juga melayani masyarakat lokal yang mencari makanan lezat 

untuk berbagai kesempatan. Dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri kuliner, Aroma Oleh-oleh terus 

berinovasi dan menjaga kualitas produk, menjadikannya sebagai salah satu destinasi favorit bagi para pecinta 

kuliner di kota ini. 

4.1.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Aroma Oleh-oleh Khas Bandung dirancang untuk mendukung efisiensi operasional 

dan pelayanan yang optimal. Di puncak struktur, terdapat pemilik usaha yang berperan sebagai owner, 

bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan usaha, termasuk perencanaan strategis, pengambilan keputusan, 

dan pengelolaan keuangan. Pemilik juga memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan sesuai dengan visi 

dan misi perusahaan. Di bawahnya, terdapat tim produksi yang terdiri dari karyawan terampil yang bekerja di 

pabrik. Mereka bertugas untuk memproduksi berbagai produk makanan khas Bandung dengan memperhatikan 

kualitas dan kebersihan, serta mengikuti resep yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat karyawan yang bekerja 

di toko, yang berfungsi sebagai frontliner dalam melayani pembeli. Karyawan ini tidak hanya membantu 

pelanggan dalam memilih oleh-oleh, tetapi juga memberikan informasi mengenai produk, serta memastikan 

pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan. Dengan pembagian tugas yang jelas dan kolaborasi 

yang baik antara semua anggota tim, Aroma Oleh-oleh dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga 

reputasi sebagai salah satu destinasi oleh-oleh terfavorit di Bandung. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan sesuai PP No 55 Tahun 2022 pada UMKM “AROMA” oleh Bandung 

Berikut  ini  merupakan  hasil  wawancara  dengan  pemilik  UMKM “AROMA” oleh-oleh Bandung 

sebagai berikut : “Kami memahami bahwa perhitungan pajak penghasilan adalah bagian penting dari 

pengelolaan usaha, namun saat ini kami belum melakukan perhitungan tersebut karena omset kami masih di 

bawah batas yang ditetapkan. Kami berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang berlaku dan akan 

mempersiapkan diri jika omset kami meningkat.” Dijelaskan bahwa proses perhitungan pajak penghasilan tidak 

dilakukan karena omset usaha tersebut masih di bawah ketentuan yang diatur pada PP No 55 Tahun 2022, yaitu 

kurang dari 500 juta rupiah. Oleh karena itu, saat ini tidak ada langkah-langkah yang diambil dalam menghitung 

pajak penghasilan untuk UMKM “AROMA”. Selain itu, tidak ada metode atau alat tertentu yang digunakan dalam 

perhitungan pajak ini, mengingat situasi yang ada. 

4.2.2 Yang Terlibat dan Bertanggung jawab Dalam Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan pada 

UMKM “AROMA” oleh-oleh khas Bandung sesuai PP No 55 Tahun 2022 

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik UMKM 

“AROMA” oleh-oleh Bandung : “Kami menyadari pentingnya perhitungan pajak dalam menjalankan usaha, 

namun saat ini kami belum memerlukan proses tersebut karena omset kami masih di bawah batas yang dikenakan 

pajak. Kami terus memantau perkembangan usaha dan siap untuk melakukan langkah- langkah yang diperlukan 

jika omset kami meningkat.” Dijelaskan bahwa saat ini tidak ada individu atau tim yang terlibat dalam perhitungan 

pajak, mengingat omset usaha belum mencapai batas yang dikenakan pajak. Namun, ke depannya, jika omset 

sudah memenuhi ketentuan pajak, owner UMKM akan menjadi pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Peran 

utama dalam perhitungan pajak penghasilan akan dipegang oleh owner, karena pemilik bertanggung jawab atas 
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keuangan usaha. Selain itu, tidak ada pembagian tanggung jawab antara anggota tim dalam hal perhitungan pajak, 

karena saat ini proses tersebut belum diperlukan. 

4.2.3 Dokumen yang Diperlukan Untuk Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Sesuai Dengan PP No 

55 Tahun 2022 pada UMKM “AROMA” oleh-oleh khas Bandung 

Hasil wawancara dengan pemilik UMKM “AROMA” oleh-oleh khas Bandung sebagai berikut : 

“Kami menyadari pentingnya dokumentasi yang baik untuk mendukung proses perhitungan pajak, namun saat 

ini kami masih dalam tahap pengembangan usaha dan belum mempersiapkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan. Kami memahami bahwa dokumen seperti laporan keuangan, bukti transaksi, dan catatan 

pengeluaran akan sangat penting jika kami harus membayar pajak di masa depan. Pencatatan yang selama ini 

dilakukan yaitu pencatatan sederhana pemasukan dan pengeluaran saja memakai microsoft excel dan saya 

sebagai pemilik, jika nantinya omset sudah mencapai batas harus membayar pajak ingin berkonsultasi dengan 

pihak yang berpengalaman dalam perhitungan pajak.” Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh keterangan 

bahwa saat ini belum ada dokumen yang disiapkan, dan jika nantinya harus membayar pajak, pemilik berencana 

untuk berkonsultasi dengan pihak yang lebih berpengalaman dalam perhitungan pajak. Meskipun belum ada 

dokumen khusus yang disiapkan setiap tahun, owner menyebutkan bahwa laporan keuangan bulanan mungkin 

akan diperlukan. Saat ini, pencatatan keuangan di catat dalam bentuk Microsift Excel, namun hanya pencatatan 

sederhana yakni pemasukan dan pengeluaran saja. 

Tabel 1 

Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Aroma Oleh-oleh Khas Bandung 

Periode Maret – Desember 2024 
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4.2.4 Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan pada UMKM “AROMA”oleh-oleh khas Bandung 

berdasarkan pada PP No. 55 Tahun 2022 

Berikut hasil wawancara dengan pemilik langsung UMKM “AROMA” oleh-oleh khas Bandung : “Kami 

menyadari pentingnya perhitungan pajak, namun saat ini kami belum melakukan penerapan perhitungan pajak 

penghasilan yang signifikan. Kami fokus pada pengembangan usaha dan memastikan bahwa semua aspek 

operasional berjalan dengan baik, saya sebagai pemilik menyadari bahwa kami masih fokus untuk 

mengembangan produk dan juga semua pencatatan keuangan masih dilakukan sendiri oleh saya, dikarenakan 

belum memiliki tenaga ahli yang berpengalaman mengenai pencatatan akuntansi yang benar. Saya menerima 

masukan tentang pencatatan yang benar dari pihak yang berpengalaman.” Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pemilik UMKM “AROMA” oleh- oleh khas Bandung, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat penerapan 

perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022. 
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Hal ini disebabkan karena omset usaha yang masih berada di bawah ambang batas ketentuan, yaitu kurang dari 

Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak. Pemilik UMKM menyampaikan bahwa mereka memahami pentingnya 

kewajiban perpajakan dan siap untuk melaksanakan perhitungan PPh apabila pendapatan usaha telah memenuhi 

ketentuan tersebut. Oleh karena itu, pada saat ini belum dilakukan pencatatan atau penggunaan metode khusus 

untuk perhitungan pajak penghasilan, mengingat belum adanya kewajiban formal berdasarkan besaran omset yang 

diperoleh. Pemilik menyatakan bersedia untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Selain itu, saat ini UMKM “AROMA” menerima dukungan dari pihak luar, yaitu saya pribadi selaku penulis yang 

memberikan penjelasan tentang cara membuat laporan keuangan sederhana dan analisis perhitungan pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

  

4.3 Pembahasan Penelitian 

4.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan sesuai PP No 55 Tahun 2022 Pada UMKM “AROMA” Oleh-oleh 

Khas Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses perhitungan pajak penghasilan tidak 

dilakukan oleh UMKM “AROMA” oleh-oleh khas Bandung, dikarenakan omset usaha masih di bawah batas yang 

ditetapkan pada PP No 55 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM “AROMA” berada dalam fase awal 

perkembangan, di mana kewajiban pajak belum menjadi prioritas. Namun, penting bagi owner untuk mulai 

mempersiapkan diri menghadapi kewajiban pajak di masa depan, terutama jika omset meningkat. PP no 55 Tahun 

2022 mengatur mengenai penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Idealnya ketika suatu UMKM 

telah memperoleh omset minimal sebesar 500 juta rupiah, barulah UMKM tersebut terkena kewajiban untuk 

membayar pajak penghasilannya. Tujuan diterbitkannya PP No 55 Tahun 2022 ini adalah untuk menyesuaikan 

pajak penghasilan (PPh) dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hukum serta meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi administrasi perpajakan. Menurut PP No 55 Tahun 2022 perhitungan pajak penghasilan untuk 

UMKM yang telah mencapai batas omset yaitu dengan cara: Menentukan penghasilan kena pajak (PKP), 

Menghitung pajak penghasilan, Mengajukan surat pemberitahuan tahunan (SPT), Mempersiapkan pembukuan, 

dan Konsultasi dengan ahli pajak. 

 

4.3.2 Yang Terlibat dan Bertanggung jawab Dalam Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Sesuai 

PP No 55 Tahun 2022 pada UMKM “AROMA” Oleh-oleh Bandung 

Berdasarkan hasil wawancara ditarik benang merah bahwa menurut pemilik UMKM “AROMA” oleh-

oleh Bandung bahwa yang nantinya akan terlibat dan bertanggungjawab dalam melakukan perhitungan pajak 

penghasilannya adalah pemilik usaha, dimana pemilik menjadi satu- satunya individu yang  bertanggung jawab 

atas perhitungan pajak, yang mencerminkan struktur organisasi yang sederhana. Ini dapat menjadi keuntungan 

dalam hal pengambilan keputusan yang cepat, tetapi juga dapat menjadi kendala jika pemilik tidak terdapatnya 

pemahaman secara cukup mengenai perhitungan pajak. Dengan demikian, penting bagi pemilik dalam 

meningkatkan pemahaman tentang pajak juga melibatkan pihak yang lebih berpengalaman saat diperlukan. 

Pemilik UMKM sebagai wajib pajak wajib untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan melaporkan pajak 

penghasilannya. Namun bila pemilik mengalami kendala dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak 

penghasilannya, maka pemilik UMKM dapat merekrut staf akuntansi yang bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan keuangannya atau dapat pula memanfaatkan layanan konsultan pajak dalam membantu pemilik 

UMKM untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku termasuk PP No 55 Tahun 2022, menghitung PPh 

yang terutang dengan benar dan sesuai ketentuan serta menyiapkan dan melaporkan SPT tahunan. Menurut PP 

No 55 Tahun 2022 pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap perhitungan pajak penghasilan UMKM 

adalah pemilik UMKM, Staff akuntansi, Konsultasi pajak, Dektorat Jendral Pajak (DJP), dan Lembaga keuangan. 

 

4.3.3 Dokumen yang Diperlukan Untuk Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Sesuai PP No 55 

Tahun 2022 Pada UMKM “AROMA” Oleh-oleh Bandung 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dapat diketahui bahwa pada saat ini, pengelolaan dan 

penyimpanan dokumen dilakukan secara pencatatan sederhana, yang dapat menghambat efisiensi dan akurasi 

dalam perhitungan pajak. Sedangkan menurut PP No 55 Tahun 2022 dokumen yang diperlukan untuk melakukan 

perhitungan pajak penghasilan agar perhitungan akurat dan pelaporan sesuai adalah sebagai berikut : 

  

1) Dokumen Pendukung Usaha yaitu terdiri dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi identitas 

wajib pajak juga memiliki surat keterangan usaha. Dokumen ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), maupun dokumen legalitas usaha lainnya. 

2) Dokumen keuangan seperti laporan laba rugi, laporan neraca, untuk mengetahui pendapatan dan beban 

usaha UMKM dan mencerminkan kondisi keuangan UMKM, adanya catatan omzet bruto atau 

pendapatan kotor UMKM setiap bulan dijadikan pedoman dasar perhitungan pajak penghasilan serta 



459 
p-ISSN: 2808-9022      e-ISSN:  2798-1789 

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan UMKM Sesuai Dengan PP No 55 Tahun 2022 Pada UMKM Aroma Oleh 

Oleh Khas Bandung Di Kabupaten Bandung  (Ita Suryanita Supyan) 

adanya dokumen pendukung transaksi contohnya nota pembelian, kuitansi dan bukti transaksi lainnya 

yang diperlukan untuk memvalidasi catatan omzet bruto dan pengeluaran usaha 

3) Dokumen terkait pajak penghasilan yaitu SPT Tahunan, yang digunakan untuk melaporkan PPh yang 

telah dihitung dan dibayarkan 

4) Dokumen lainnya jika ada seperti surat keterangan PP No 23 jika ada, agar penghasilannya dapat 

dipotong PPh Final sebesar 0,5% dan dokumen lainnya yang relevan seperti dokumen investasi dan 

dokumen pinjaman. 

Peneliti berinisiatif untuk melakukan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi, jika suatu saat omzet UMKM 

Aroma sudah mencapai 500 Jt sesuai PP No.55 Tahun 2022 maka dokumen tersebut nantinya dapat di laporkan 

saat melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan. Laporan keuangan berikut ini disusun berdasarkan data-data yang 

diberikan oleh pemilik UMKM “AROMA” 

     Tabel 2 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Laporan Keuangan 
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4.3.4 Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan pada UMKM “AROMA” oleh-oleh khas Bandung 

berdasarkan pada PP No. 55 Tahun 2022 

Menurut pemilik UMKM “AROMA” oleh-oleh Bandung berdasarkan hasil wawancara adalah meskipun 

saat ini belum ada penerapan perhitungan pajak penghasilan yang signifikan, owner menyadari pentingnya 

menjaga stabilitas usaha untuk mencapai target omset. Dukungan dari pihak luar, seperti peneliti yang 

memberikan bimbingan tentang laporan keuangan dan perhitungan pajak, merupakan aset berharga. Ini 

menunjukkan bahwa UMKM “AROMA” terbuka terhadap pembelajaran dan pengembangan, yang mampu 

mendukung mereka untuk menghadapi tantangan pada masa mendatang. Keterbatasan sumber daya seringkali 

pula menjadi kendala di banyak UMKM, tidak memiliki tenaga ahli di bidang keuangan atau perpajakan serta 

keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pemilik UMKM, dimana biasanya UMKM hanya fokus kepada operasional 

usaha sehari-hari sehingga mereka memiliki keterbatasan waktu untuk mempelajari dan memahami aturan 

perpajakan serta melakukan perhitungan PPh. Kendala lainnya yaitu adanya keterbatasan anggaran untuk 

menyewa jasa konsultasi pajak atau tenaga ahli, pencatatan yang tidak teratur sehingga menyulitkan UMKM 

dalam menghitung omzet bruto dan menentukan PPh terutang serta kurangnya kesadaran dari para pelaku UMKM 

hingga kemungkinan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perpajakan, terutama untuk UMKM yang berada 

di daerah terpencil. Peneliti berinisiatif untuk memberikan contoh perhitungan pajak penghasilan jika suatu saat 

omzet UMKM Aroma sudah mencapai 500 Jt sesuai PP No.55 Tahun 2022 maka dokumen tersebut nantinya 

dapat di laporkan saat melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan. 

  

Tabel 3  Daftar Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 55 Tahun 2022 

 

No NPWP Tempat Usaha 

KPP Lokasi 

Alamat Peredaran Bruto PPh Final 0,5% 

Dibayar 

 01.234.567.8-xxx.xxx Alamat Wajib Pajak  Tahun 2024 

1. Januari 61.500.000 - 

2. Februari 62.500.000 - 

3. Maret 62.500.000 - 

4. April 63.500.000 - 

5. Mei 61.500.000 - 

6. Juni 62.500.000 - 

7. Juli 63.500.000 - 

8. Agustus 62.500.000 - 

9. September 61.500.000 307.500 

10. Oktober 62.500.000 312.500 

11. November 63.500.000 317.500 

12. Desember 62.500.000 312.500 

Jumlah 750.000.000 1.250.000 

Sumber: Data olahan penulis 

Pada tabel tersebut, ditampilkan mengenai peredaran dalam setahun pajak. Pada bulan Januari sampai 

dengan bulan Agustus pada bagian kolom ‘PPh Final 0,5% Dibayar’ tidak ada nominalnya, akan tetapi pada bulan 

September hingga Desember muncul mengenai PPh Final yang harus dibayar. Pada bagian ini, dapat terlihat 

dalam kolom Peredaran bruto yang telah mencapai Rp500.000.000,00 adalah dari bulan Januari sampai dengan 

bulan Agustus. Dikarenakan peredaran bruto pada bulan Januari hingga Agustus ini memiliki total 

Rp500.000.000,00 dan tidak melebihi dari nominal tersebut, maka dari itu PPh Final 0,5% yang akan dibayar 

ataupun dipotong akan dikenakan pada bulan selanjutnya yakni pada bulan September hingga dengan bulan 

Desember setiap bulannya. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari penjelasan tersebut, mampu diperoleh kesimpulan seperti di bawah ini: 

1) UMKM “AROMA” belum melakukan perhitungan pajak penghasilan karena omsetnya masih di bawah 

ambang batas Rp500 juta sesuai PP No 55 Tahun 2022. Hal ini mencerminkan bahwa usaha masih dalam 

tahap awal perkembangan. Meski belum wajib membayar pajak, pemilik usaha perlu bersiap menghadapi 

kewajiban pajak di masa depan seiring potensi peningkatan omset. 

2) Untuk saat ini tidak ada yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap perhitungan pajak penghasilannya, 

dikarenakan omset masih dibawah ambang batas Rp 500 juta sesuai PP No 55 Tahun 2022. Namun 

pemilik UMKM “AROMA” berencana untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab atas perhitungan 

pajak, mencerminkan struktur usaha yang sederhana. Meski memberi kemudahan dalam pengambilan 

keputusan, hal ini bisa menjadi kendala jika pemilik kurang memahami perpajakan. Dengan demikian, 

penting kepada pemilik dalam meningkatkan pengetahuan pajak maupun melibatkan tenaga ahli seperti 

staf akuntansi atau konsultan pajak agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan benar. 

3) Saat ini, UMKM “AROMA” masih mengelola dan menyimpan dokumen secara manual, yang kurang 

efisien dan berisiko terhadap akurasi perhitungan pajak. Rencana pemilik untuk beralih ke sistem digital 

merupakan langkah positif yang dapat menunjang pelaporan pajak di masa depan. Sesuai PP No 55 

Tahun 2022, perhitungan dan pelaporan pajak membutuhkan dokumen pendukung usaha, dokumen 

keuangan, dokumen terkait pajak, serta dokumen lain yang relevan untuk memastikan akurasi dan 

kepatuhan perpajakan. 

4) Penerapan perhitungan pajak penghasilan pada UMKM “AROMA” sesuai PP No 55 Tahun 2022 belum 

diterapkan sama sekali mengingat omzet yang didapat dibawah 500 juta. Namun pemilik menyadari 

pentingnya menjaga stabilitas usaha dan terbuka terhadap bimbingan eksternal dalam pengelolaan 

keuangan dan perpajakan dan seperti banyak UMKM lainnya, mereka menghadapi kendala umum 

seperti keterbatasan sumber daya, waktu, anggaran, pencatatan yang tidak teratur, dan kurangnya 

pemahaman serta sosialisasi tentang peraturan perpajakan, yang dapat menghambat kepatuhan pajak. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pastinya terdapat beberapa poin utama yang disebut perlu agar disampaikan, 

diantaranya 

1) Pemilik UMKM “AROMA” sebaiknya mulai mempersiapkan diri sejak dini dalam memahami 

kewajiban perpajakan, meskipun saat ini belum terkena pajak penghasilan. Hal ini penting agar ketika 

omset meningkat dan sudah memenuhi ambang batas sesuai PP No 55 Tahun 2022, proses perhitungan 

dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai aturan 

2) Mengingat pemilik berencana untuk menjadi satu-satunya penanggung jawab dalam pengelolaan pajak, 

disarankan untuk meningkatkan literasi perpajakan melalui pelatihan, seminar, atau sumber belajar 

terpercaya. Jika diperlukan, pemilik dapat mempertimbangkan merekrut staf keuangan atau 

menggunakan jasa konsultan pajak agar pengelolaan pajak lebih akurat dan efisien. 

3) Disarankan agar UMKM “AROMA” segera beralih dari pencatatan manual ke sistem digital, misalnya 

menggunakan Microsoft Excel atau software akuntansi sederhana. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, 

akurasi, serta mempermudah penyusunan laporan keuangan dan perpajakan di masa depan sesuai dengan 

ketentuan dalam PP No 55 Tahun 2022. 

4) UMKM perlu lebih proaktif mencari informasi dan memanfaatkan program pelatihan gratis dari 

pemerintah atau lembaga pendidikan terkait perpajakan. Selain itu, perlu adanya dukungan dari instansi 

terkait untuk meningkatkan sosialisasi aturan perpajakan, khususnya di daerah terpencil, agar pelaku 

UMKM memiliki pemahaman dan kesadaran pajak yang lebih baik. 
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